
WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA
TAHUN ANGGARAN 2011

BISMI LLAHIRRAHMANTRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang ;  a.  bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2011 tentang
)erubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2011, perlu
menjabarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran
2011 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBK Tahun Anggaran 20i 1;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di  atas, per lu diatur dalam peraturan.

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
l-ahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,
l-ambahan Lembaran Negara Nomor 356g);2 H: H' ;'�"?l ii:,,i: I ",1i:. Ix:T,l :;:, :T:" 11 J#J:i' ft'S: il T:ffi" LX?',ffi I iT
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250 Tahun 2002);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ientang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4400) ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Repub l ik  Indones ia  Nomor  4a21) ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
untuk kedua kal inya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik lndonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor4438);
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun
2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retr ibusi  Daerah (Lenrbaran
Negara Republ ik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Neqara Nomor
50a9);

13 .  Undang-Undang Nomor  12  Tahun 2011 ten tang Pembentukan Pera turan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republ ik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Neqara
Republ ik Indonesia Nomor 5234);
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14. Peraturan Pemerintah ....
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Waki l  Kepala Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik lndonesia Nomor 4028):
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Penruaki lan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kal i  diubah
terakhir  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ket iga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republ ik lndonesia Nomor a502);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ,
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 20'10 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577) ' ,
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578):
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor a593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor a614);

24. Peraluran Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Penrvakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4693) ;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi  Pemerintahan
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Repub l ik  Indones ia  Nomor  5165) ;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara

Republ ik lndonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia

Nomor  5219) :
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35

Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
28. Peraturan Menter i  Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kal i  diubah, terakhir  dengan Peraturan Mentert

Dalam Negeri  Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menter i  Dalam

Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Menter i  Dalam Negeri  Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun ( lembaran

Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3);
Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12);
Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

Langsa Tahun Anggaran 201 1 ;
Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penetapan Pef ianggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2010.

Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 201 1 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2011.
Peraturan Wal ikota Langsa Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belania Kota Lanqsa Tahun Anqqaran 2011.
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN.
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasa l  1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran ZOli  semula sejumlah
Rp.419.460.933.527, -  ber tambah se jumlah Rp.42 .806.721.274, -  seh ingga men jad i
Rp.462.267.654.801,- dengan r incian sebagai ber ikut :

1 .  Pendapatan .
a .  Semula
b. Bertambah

Jumlah Pendapatan  Sete lah  Perubahan Rp 454.078.328.445,00

Belanja Daerah:

a .  Semula
b. Bertambah

Jumlah Belanja Setelah Perubahan
Surplus /  (Def is i t )  Setelah Perubahan

Rp 462.267.654.801,00
Rp (8 .189.326.356,00)

Rp
Rp

411.013.355.694,00
43.064.972.751 .00

419.460.933.527 ,00
42.806.721.274,00

Rp 34.701.507.075,00
Rp (258.251.477,00)

Rp
R p

3. Pembiayaan:
a .  Pener imaan

1 .  S e m u l a
2. Bertambah

b. Pengeluaran
1 .  S e m u l a
2. Bertambah

Lampiran sebagaimana
Peraturan ini .

Jumlah Pener imaan Sete lah  Perubahan Rp 34.443.255.598,00

Rp 26.253.929.242,00
R p

Jumlah Penge luaran Sete lah  Perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto
S isa  Leb ih  Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:

Rp 26.253.929.242,00

Rp 8 .189.326.356,00

Pasa l  2

Penjabaran Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dir inci  lebih lanjut pada Lampiran
l l  Peraturan ini .

Pasa l  3

dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang t idak terpisahkan dari

Pasal 4
Peraturan Wal ikota Langsa ini  mulai  ber laku pada tanggal di tetapkan

Agar set iap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini  dalam Beri ta Daerah

Diundangkan d i  Langsa
pada tangga l  06  DESEMBER 2011 M

Diundangkan d i  L rngsa
pada tangga l  06  DESEMBER 2011 M

MUHARAM 1432 H
SEKR DAERAI-I

KO SA

D S'/AHRIL

BERITA DAERAH TAHUN 2011 NOMOR 310


